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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan Dan Saran 

6.1.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis tentang Upaya Pemerintah Desa Sebagai 

Provider Air Bersih Bagi Masyarakat Translok (Di Desa Oni Kecamatan Kualin 

Kabupaten Timor Tengah Selatan). Maka dapt disimpulkan bahwa: Tugas 

Pemerintah Desa sebagai Provider air bersih itu belum memadai. 

 

Adapun kesimpulan perindikator sebagai berikut: 

6.1.2 FAKTOR KELEMBAGAAN  

Yang dimaksut dengan faktor kelembagaan adalah Faktor yang 

mempengaruhi upaya penyedian air bersih bagi masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor dukungan kebijakan dan peraturan, Komunikasi, Pengembangan kapasitas 

aparatur dalam penyediaan air minum dan kerja sama Pemerintah Desa dan swasta 

(LSM). 

a. Kebijakan Dan Peraturan Pengelolaan Air Bersih Di Desa Oni, 

Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Dalam upaya mempercepat pencapaian akses air minum dan sanitasi yang 

layak, pemerintah desa Oni telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang 

mendukung upaya percepatan pembangunan air minum. Selain itu telah 

ditetapkan pula standar pelayanan minimal bidang air minum melalui peraturan 

menteri pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang standar pelayanan minimal 
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bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pedoman penyusunan rencana 

aksi daerah. Namun dukungan kebijakan dan peraturan pengelolaan air bersihyang 

sudah di buat oleh Pemerintah Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan, untuk masyarakat Unit Perumahan Translok (UPT) ini, kususnya 

untuk pengelolaan air bersih belum memadai. 

b. Komunikasi Pemerintah Desa Dan Warga Translok Dalam 

Penyedian Air MinumDi Desa Oni, Kecamatan Kualin, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Komunikasi Pemerintah Desa bersama masyarakatUnit Perumahan 

Translok (UPT) Desa Oni adalah: Komunikasi melalui musyawarah bersangkutan 

dengan kewenangan hak asal usul dan adat istiadat, dalam bidang pelaksanaan 

pembangunan yaitu: Pembangunan jaringan pipa air bersih, dan sharing Dana 

Desa untuk program sektoral (PAMSIMAS), Agar tercapainya tujuan tersebut 

maka bermusyawarahlah pemerintah Desa Oni dengan masyarakat Unit 

Perumahan Translok (UPT)DesaOni. Komunikasi Pemerintah bersama 

masyarakat translok pernah di adakan satu kali saja, waktu proses pengadaan air 

bersih bagi warga Unit Perumahan Translok (UPT) Desa Oni pada Tahun 2015. 

c. Pengembangan Kapasitas Aparat Desa Dalam Penyedian Air 

MinumDi Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan 

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya pasti menginginkan sebuah 

pelayanan yang maksimal yang ingin diberikan kepada masyarakat Desa Oni, 

masyarakat desa juga pastinya menginginkan sebuah pelayanan dari Pemerintah 
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Desa yang maksimal dan baik atau ramah salah satunya yaitu penyediaan air 

bersih untuk masyarakat Desa, hal tersebut dilakukan agar masyarakat Desa Oni 

tidak lagi menggunakan air yang kurang layak dikonsumsi, Pemerintah Desa Oni 

juga mempunyai perhatian dalam pengembangan prasarana dan sarana air 

minum.Pengembangan kapasitas Aparat Desa Oni dalam penyediaan air minum 

yaitu Pemerintah dan PAMSIMAS bekerjasama untuk mengadakan sosialisasi dan 

pelatihan kepa tiap-tiap kepala Dusun yang berada di Desa Oni. 

d. Kerja Pemerintah Desa Dan Swasta (LSM) Dalam Penyedian Air 

Minum Di Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan 

Kerjasama Pemerintah Desa Oni dan Swasta (LSM) dalam penyediaan air 

minum yaitu ada beberapa lembaga LSM yang turut bekerjasama dalam program 

pemberdayaan pengelolan air minum adalah: 

5. KPS PAM 

6. PAMSIMAS 

7. ACF 

8. PPIP 

Dari 4 lembaga (LSM) yang terlibat dalam pengadaan program penyedian air 

minum yang berada di pemukiman Unit Perumahan Translok (UPT), yaitu dari 

PAMSIMAS yang memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kepala-kepala 

Dusun berlangsung selama 3 kali. Dan sumber mata air yang di kelola adalah dari 

sumber mata air (Lani), dana yang digunakan juga bersumber dari dana Desa. 

Namun dalam Kerja Pemerintah Desa Dan Swasta LSM (PAMSIMAS) Dalam 
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Penyedian Air Minum Di Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah 

Selatan, bagi warga Unit Perumahan Translok Samapai belum memadai. 

 

6.1.3 FAKTOR  KEUANGAN 

Yang dimaksut dengan faktor keuangan adalah Faktor yang mempengaruhi 

upaya penyedian air bersih bagi masyarakat yang di sebabkan oleh biaya 

operasional dan pemeliharaan, Inovasi serta Sistem tarif dalam pengelolaan air 

bersih Desa Oni Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

a. Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Bersih 

Biayaoperasional dan pemeliharaan pengelolaan air bersih yang berada di 

warga Unit Perumahan Translok (UPT) Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten 

Timor Tengah Selatan yaitu biaya operasionalnya bersumber dari dana Desa, 

dananya sebesar Rp. 200.000.000. Namun biaya untuk pengelolaan pemeliharaan 

fasilitas yang telah mengalami kerusakan dalam pengadaan air bersih yang di 

sediakan oleh Pemerintah Desa Oni bagi warga translok, belum berjalan karena 

saat ini masih berada dalam tahap proses pembentukan badan pengurus 

pengelolaan air bersih. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis tentang Upaya Pemerintah Desa Sebagai 

Provider/Penyedia Air Bersih Bagi Masyarakat Translok (Di Desa Oni 

Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan). Maka adanya saran sebagai 

berikut:  
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1. Untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat dalam 

penyediaan pengelolaan air bersih kepada masyarakat translok Desa 

Oni, sebaiknya Pemerintah Desa harus kembali mengontrol masyarakat 

dan melihat masalah air bersih yang dialami masyarakat saat ini, 

kususnya yang berada di pemukiman translok, dan bisa mengambil 

tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah air bersih yang dialami 

oleh warga translok Desa Oni. 

2. Dari proses pengadaan, penyediaan, dan pengelolaan air bersih Agar 

dapat meningkatkan fasilitas pembangunan, dan pengelolaan air bersih 

yang terdapat di pemukiman warga Unit Perumahan Translok(UPT) 

Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka 

Pemerintah Desa Oni harus turut berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan LSM (PASIMAS) dalam proses penyaluran dana Desa untuk air 

bersih, agar bisa dapat mengatasi masalah air bersih yang masyarakat 

translok alami saat ini, dan bisa dapat mengelola semua fasilitas air 

bersih yang sudah mengalami kerusakan, karena dananya dapat 

bersumber dari dana Desa. 

3. Pemerintah Desa Oni harus lebih giat lagi untuk mengatasi masalah air 

bersih yang di alami oleh  masyarakat translok, dan bisa mengambil 

tidakan dalam jangka waktu yang cepat dan bisa memberikan solusi 

yang terbaik bagi warga yang berada di pemukiman translok agar 

masalah air minum yang masyarakat translok alami dapat teratasi dalam 

waktu yang cepat. 
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